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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat 

limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami melakukan revisi penyusunan Standar Operasional 

Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng 

Tahun 2020 yang mengacu pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang 

Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Penyusunan Standar 

Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Buleleng ini disusun berdasarkan Standar ISO 9001:2015. Dokumen SOP direvisi karena 

adanya perubahan Nomenklatur Dinas dan mulai dipergunakan secara efektif pada tanggal 15 

Mei 2020.  

Melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur ini, diharapkan menjadi pedoman 

bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dalam 

pelaksanaan kegiatan di internal organisasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan global saat ini dan guna 

mengimplementasikan Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik serta Undang-undang No. 23 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi Undang-

undang No. 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintahan Daerah, telah memberikan 

kewenangan kepada Pemerintah Daerah khususnya kepada Pemerintah  Kabupaten/Kota untuk 

menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang seluas-

luasnya, dalam arti daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan yang telah 

menjadi kewenangan daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh daerah antara lain 

membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk publik, peningkatan 

peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan 

kesejahteraan rakyat.  

Untuk itu perlu adanya penataan tata laksana yang diwujudkan dalam bentuk Standar 

Operasional Prosedur  (SOP) Berdasarkan Permenpan No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan SOP AP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah.  

Kegiatan Jasa Penyusunan SOP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Buleleng memerlukan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada di 

dalam institusi pemerintah.  

             

1.2  Maksud ,Tujuan dan Sasaran Kegiatan 

a.  Maksud  

Adapun maksud dari penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan 

pedoman ataupun acuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan 

merupakan suatu penilaian kinerja berdasarkan indicator-indikator teknis yang terinci dan 
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terwujudnya tata kerja yang teratur dan terukur secara jelas pada setiap rangkaian kerja disemua 

bidang dalam keterkaitan pekerjaan baik secara internal maupun eksternal dijajaran unit kerja 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng, serta 

adminisitratif yang diperuntukkan bagi jenis-jenis pekerjaan yang bersifat Administratif dan 

prosedural sesuai dengan tata kerja dan sistem kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik. 

 

b. Tujuan 

Tujuan dari penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminstrasi Pemerintahan  (SOP) 

di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah : 

1. Terwujudnya tata kerja yang teratur dan terukur secara jelas pada setiap unit kerja; 

2. Memastikan bahwa kinerja, proses bisnis meningkat secara berkesinambungan; 

3. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing masing pegawai; 

4. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap jabatan dalam organisasi. 

 

c. Sasaran 

Sasaran dari penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminstrasi Pemerintahan  (SOP) 

di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah : 

1. Adanya dokumen SOP-AP berdasarkan Permenpan No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan SOP AP 

2. Terlatihnya segenap pegawai untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP AP. 

3. Tersedianya sistem dokumentasi yang baik. 

 

1.3  Ruang Lingkup Pekerjaan 

Batasan atau lingkup kegiatan Jasa Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

mencakup seluruh unit kerja dan aktivitas yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.  
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1.4  Manfaat 

Dengan tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam lingkungan unit kerja 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng selaku 

penyelenggara  manfaat yang diperoleh meliputi antara lain: 

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan oleh Aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan 

yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. 

2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang 

Aparatur dalam melaksanakan tugasnya. 

3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

individual Aparatur dan Organisasi secara keseluruhan. 

4. Membantu Aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi 

management, sehingga akan mengurangi keterlibatan Pimpinan dalam pelaksanaan 

proses pekerjaan tugas sehari-hari. 

5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas. 

6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan Aparatur cara konkrit untuk 

memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. 

7. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan dapat berlangsung dalam 

berbagai situasi. 

8. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat baik dari sisi mutu, waktu dan 

prosedur.  

9. Memberikan Informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh 

Aparatur dalam melaksankan tugasnya. 

10. Memberikan Informasi bagi upaya peningkatan kompetensi Aparatur. 

11. Memberikan Informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seseorang Aparatur 

dalam melaksankan tugasnya. 

12. Sebagai Instrumen yang dapat melindungi Aparatur dari kemungkinan tuntutan Hukum 

dikarenakan tuduhan melakukan penyimpangan. 

13. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas. 
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14. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan Prosedural dalam memberikan 

pelayanan. 

15. Membantu memberikan Informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, 

sehingga dapat memberikan Informasi bagi kinerja pelayanan. 

 

1.5  Landasan Hukum 

1. Undang undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman 

Republik Indonesia. 

2. Undang- Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi 2010-2025 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah 

5. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 

35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur  

6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah 

7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah. 
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BAB II 

PELAKSANAAN KEGIATAN 
 

 

 

2.1. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur   

Dalam proses penyusunan ini, tahapan yang akan dilaporkan yaitu: 

1. Tahapan Identifikasi kegiatan Organisasi dan Pembentukan TIM SOP 

2. Pelatihan Pemahaman dan Dokumentasi SOP 

3. Pembuatan Dokumen SOP 

4. Implementasi ISO 

 

2.2. Tahapan Pengkajian Awal Sistem dan Pembentukan TIM 

Tahapan Pengkajian Awal Sistem atau identifikasi kegiatan organisasi dilakukan dengan 

cara mendatangi setiap bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan melakukan wawancara dengan aparatur yang ada pada 

masing-masing bidang. Dalam kegiatan ini, yang menjadi tujuan utama adalah untuk 

mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan SOP. 

 

2.3. Tahapan Pelatihan Pemahaman dan Dokumentasi 

Tahapan pelatihan pemahaman dan dokumentasi dilakukan dengan cara melakukan 

pelatihan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. 

Pelatihan ini dilakukan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 27, 28 dan 29 Juli 2018 berupa 

pelatihan pemahaman dan dokumentasi SOP. Pelaksanan pelatihan dihadiri oleh seluruh 

perwakilan dari bidang-bidang. Pelatihan dilakukan dengan metode presentasi dari narasumber 

dan diakhiri dengan workshop. Pada workshop ini dilakukan latihan pembuatan Standar 

Operasional Prosedur dari masing-masing bagian. Dari hasil laporan pelaksanaan pelatihan ini 

diperoleh bahwa peserta yang mengikuti pelatihan memiliki semangat untuk mengikuti pelatihan 

dari awal sampai akhir dan mampu membuat draft Standar Operasional Prosedur dari masing-

masing judul SOP yang telah ditentukan. 
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2.4. Tahapan Pembuatan Dokumen 

Tahapan pembuatan dokumen dilakukan dengan cara mendatangi setiap bagian di 

lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dan 

melakukan wawancara mengenai tahapan-tahapan pekerjaan bidang berdasarkan dari judul SOP 

yang telah ditentukan. Berdasarkan wawancara tersebut, maka kegiatan selanjutnya adalah 

pembuatan draft di mana draft SOP akan diverifikasi dan disahkan oleh Kepala Bidang. Setelah 

tersusun dokumen SOP tahun 2019, terdapat perubahan nomenklator dinas sehingga perlu 

dilakukan revisi terhadap dokumen yang sudah disusun, perubahan tersebut terkait dengan nama 

dinas yang awalnya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Buleleng menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Buleleng, sehingga nomor SOP, tanggal revisi dan tanggal efektif juga disesuaikan. 

 

2.5. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)  

Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

menyusun draft Standar Operasional Prosedur  untuk memastikan apakah tahapan yang sudah 

disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Draft Standar Operasional Prosedur  yang sudah ada, akan dikonfirmasi ke unit-unit kerja 

terkait untuk mendapatkan kepastian sebelum dilakukan sosialisasi yang melibatkan Kepala 

Dinas. Pada pelaksanaan FGD ini, diharapkan kita akan memperoleh konfirmasi yang jelas 

mengenai segala sesuatu yang berkaitan  dengan prosedur yang dilakukan dan akhirnya kita akan 

menyusun draft yang akan dibahas pada pelaksanaan sosialisasi yang akan melibatkan unsur 

Kepala Dinas. 

 

2.6. Pelaksanaan Sosialisasi Dokumen 

Dokumen SOP yang telah diperbaiki hasil dari Focus Group Discussion (FGD) 

disosialisasikan kepada seluruh unit kerja dan Dokumen SOP ini kemudian dibuat menjadi satu 

buku dan didistribusikan ke bidang-bidang yang ada di  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. 
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2.7. Implementasi Dokumen  

Dokumen yang telah didistribusikan ke bidang-bidang yang ada di  Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng selanjutnya diimplementasikan di 

mulai dari tanggal 15 Mei 2020.  
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BAB III 

PENUTUP  
 

 

3.1. Kesimpulan 

Dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Kepala Dinas dan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Buleleng memiliki komitmen yang baik dalam pelaksanaan kegiatan 

penyusunan SOP. 

2. Seluruh personil sangat aktif memberikan informasi alur proses kegiatan yang ada di 

bidang tersebut dan responsif dalam melakukan verifikasi hasil pembuatan dokumen SOP 

yang telah disusun. 

3. Dokumen SOP yang disusun sudah disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan 

terkait.  

 

3.2. Saran 

Adapun beberapa saran yang dapat kami sampaikan dari kegiatan Penyusunan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) ini, antara lain : 

1. SOP yang telah disusun ini dapat diimplementasikan dengan baik oleh Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng  

2. Bila ada perubahan alur proses kegiatan pada SOP ini, Tim Penyusun SOP dapat merevisi 

SOP tersebut sehingga SOP yang telah disusun ini tetap menjadi pedoman atau acuan 

untuk pelaksanaan kegiatan.  



 

   PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG 

                   Jalan Ngurah Rai No. 72 Singaraja, Telepon (0362) 22063  
 Website : https://dpmptsp.bulelengkab.go.id                                                    email: dpmptsp@bulelengkab.go.id 

 

KEPUTUSAN KEPALA  DINAS PENANAMAN MODAL DAN  PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU KABUPATEN BULELENG 

NOMOR :  065/26/DPMPTSP/2020 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BULELENG, 

Menimbang a. Bahwa dalam rangka menuju birokrasi pemerintahan yang efektif dan 

efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur pada 

seluruh proses penyelenggaraan; 

 b. Bahwa di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Buleleng dipandang perlu menerapkan Standar Operasional 

Prosedur pada Bagian Sekretariat dan 5 (ima) bidang dalam proses 

penyelenggaraan pelayananan; 

 c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b 

diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tentang Standar 

Operasional prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Buleleng 

Mengingat 1.  Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; 

 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem 

PerencanaanPembangunan Nasional; 

 3. Undang-undang Nomor  25  tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang 

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Peran  

serta  Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara; 

 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 

 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi  Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur AP. 

 8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

 9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang 

Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Perizinan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Buleleng. 

 10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Daerah. 

https://dpmptsp.bulelengkab.go.id/
mailto:dpmptsp@bulelengkab.go.id


 

M  E  M  U  T  U  S  K  A  N 

 

Menetapkan :  KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG 

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS 

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN BULELENG 

 

Pertama : Penerapan Standar Operasional Prosedur pada bagian sekretariat dan 5 

(lima) bidang di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Buleleng, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. 

Kedua : Standar Operasional Prosedur sebagaimana terlampir dalam Lampiran 

Keputusan ini dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh 

seluruh pegawai/aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan penyelenggaraannya 

sesuai dengan tugas  pokok dan fungsinya.  

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dan akan 

direvisi apabila terdapat perubahan di dalamnya. 

   

   

    

 

 Ditetapkan di  Singaraja 

                                                                           pada tanggal 06 Mei 2020 

                                                                              Kepala Dinas Penanaman Modal dan

 Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

 Kabupaten Buleleng, 

 

 

 

                                                                            I MADE KUTA, S.Sos 
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